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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan
karunia-Nya, karena atas perkenan-Nya akhirnya terselesaikan Buku
PEDOMAN DAN TATA TERTIB PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DOKTER
SPESIALIS DI RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG Edisi 2 ini. Buku pedoman
ini disusun guna mengatur jalannya pendidikan mahasiswa Kedokteran
dalam hal ini mahasiswa yang menempuh Pendidikan Dokter Spesialis
(Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis / PS PDS) serta untuk memenuhi
standar penilaian Akreditasi RS Pendidikan sesuai yang ditetapkan melalui
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069 /Menkes /SK
/X1 /2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
Direktur RSSA, Dekan FKUB, Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK)
periode 2019 — 2024 , Komkordik periode sebelumnya serta Tim perumus
yang berkenan mencurahkan pikiran serta meluangkan waktunya untuk
menyusun buku pedoman ini. Tak lupa kami juga menyampaikan ucapan
terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan
buku ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT
membalas semua bantuan dan kebaikan Bapak/Ibu.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung dan berpartisipasi
dalam implementasi Buku pedoman ini terutama di lingkungan RSUD Dr
Saiful Anwar. Semoga buku ini bermanfaat untuk kita semua. Kami
menyadari bahwa buku pedoman ini masih banyak kekurangan. Oleh karena

itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Malang, 2020
Ketua KOMKORDIK RSSA-FKUB
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Lampiran
Keputusan Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang
Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Brawijaya

Malang

Nomor : 800/25674/302/2020
Nomor : 342 Tahun 2020
Tanggal : 01 Oktober 2020

PEDOMAN DAN TATA TERTIB
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
DI RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG

KETENTUAN UMUM

1. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang yang selanjutnya
disebut RSSA adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa
Timur yang merupakan Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas
Kedokteran Universitas Brawijaya;

2. Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang yang selanjutnya
disebut FKUB adalah fakultas kedokteran negeri dan merupakan salah
satu bagian dari Universitas Brawijaya yang merupakan Badan Layanan
Umum;

3. RS Pendidikan (“Teaching Hospital’) adalah rumah sakit yang
mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan
pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan
kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan
lainnya secara multiprofesi’;

4. RS Pendidikan Utama adalah Rumah Sakit Jejaring Institusi Pendidikan
Kedokteran yang digunakan sebagai wahana pembelajaran klinik
peserta didik untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar modul
pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan Standar

Pendidikan Profesi Kedokteran®;

1 UU Dikdok pasal 1 ayat 15
2 Bab V standar RS Pendidikan Utama
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5. Rumah Sakit Jejaring adalah rumah sakit yang merupakan wahana
pendidikan kedokteran dan digunakan sebagai wahana pembelajaran
klinik peserta didik untuk memenuhi sebagian modul pendidikan dalam
rangka mencapai kompetensi berdasarkan standar pendidikan
kedokteran, yang meliputi Rumah Sakit afiliasi/eksilensi dan satelit;

6. Rumah Sakit afiliasi/eksilensi adalah rumah sakit khusus atau rumah
sakit umum dengan unggulan tertentu yang menjadi pusat rujukan
pelayanan medik tertentu dan merupakan jejaring FKUB dan RSSA yang
digunakan sebagai wahana pembelajaran klinik untuk memenuhi modul
pendidikan tertentu secara utuh dalam rangka mencapai kompetensi
berdasarkan standar pendidikan profesi kedokteran;

7. Rumah Sakit Satelit adalah rumah sakit jejaring FKUB dan RSSA yang
digunakan sebagai wahana pembelajaran klinik mahasiswa untuk
memenuhi sebagian modul pendidikan dalam rangka mencapai
kompetensi berdasarkan standar pendidikan profesi kedokteran;

8. Direktur adalah pimpinan tertinggi RSSA yang mempunyai tugas
memimpin, menetapkan kebijakan, membina, mengkoordinasikan serta
melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas rumah sakit;

9. Wadir Pendidikan dan Pengembangan Profesi adalah Wakil Direktur di
RSSA vyang bertanggungjawab terhadap seluruh penyelenggaraan
pendidikan, pelatihan dan penelitian di RSSA;

10. Dekan adalah Dekan FKUB yang merupakan pimpinan tertinggi di FKUB
dan bertanggung jawab kepada Rektor;

11. Wakil Dekan Bidang Akademik adalah Wakil Dekan yang memiliki tugas
membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan Pendidikan, Penelitian

dan Pengabdian Masyarakat;
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12. Staf Medik Fungsional yang selanjutnya disebut SMF adalah kelompok
dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang bekerja
di instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggungjawab kepada
Direktur melalui Kepala Instalasi’;

13. Ketua Staf Medik Fungsional adalah seorang dokter yang bekerja di
bidang medis dalam jabatan fungsional dan mengkoordinasikan SMF;

14. Jurusan Pendidikan Spesialis dan Sub Spesialis adalah himpunan sumber
daya pendukung di lingkup FKUB/RSSA yang menyelenggarakan kegiatan
Pendidikan Dokter Spesialis dan subspesialis;

15. Komite Koordinasi Pendidikan yang selanjutnya disebut Komkordik
adalah sebuah organisasi nonstruktural di RSSA yang terdiri dari unsur-
unsur RSSA dan FKUB yang bertanggungjawab kepada Direktur RSSA dan
Dekan FKUB Malang, yang mempunyai tugas pokok membantu
mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, kelancaran proses
manajemen dan administrasi pendidikan dokter, PPDS, PPDSS
RSSA/FKUB;

16. Dokter Penanggung Jawab Pasien yang selanjutnya disebut DPJP adalah
seorang dokter spesialis / dokter gigi spesialis yang bertanggung jawab
atas pengelolaan asuhan medis seorang pasien. DPJP adalah seluruh
SMF yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), Surat Izin Praktik (SIP) di
RSSA, Surat Penugasan Klinik dan Rincian Kewenangan Klinik di RSSA dari
Direktur;

17. Instalasi® adalah tempat penyelenggaraan kegiatan pelayanan,
pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan

kesehatan;

3 perda No. 11 Th 2008 & Pergub No.48 Th 2009
4

Peraturan Gubernur no. 19 Easal 30 Th. 2013
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18. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas
mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat®, dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak
tetap®, dapat berasal dari FKUB dan RSSA serta wahana pendidikan
lainnya;

19. Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis yang selanjutnya disebut PS
PDS adalah Program Studi di bawah FKUB untuk menyelenggarakan
pendidikan dokter spesialis;

20. Ketua Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis yang selanjutnya
disebut KPS diusulkan Dekan dan diangkat oleh Rektor;

21. Departemen adalah unit kerja di bawah Jurusan Pendidikan Dokter
Spesialis dan Subspesialis Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya
yang berada di lingkungan Rumah Sakit yang terdiri dari kelompok
tenaga pendidik dari satu disiplin ilmu sejenis, berfungsi sebagai pusat
pembelajaran serta sumber tenaga pendidik pada suatu disiplin ilmu dan
melaksanakan  maupun  mengembangkan  kegiatan  akademik
(pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat);

22. Kepala Departemen adalah Kepala Departemen di Jurusan Spesialis dan
Subspesialis yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Dekan yang bertanggung
jawab terhadap pengelolaan pendidikan dokter dan pendidikan Profesi
dokter dan dokter spesialis yang terkait sarana dan prasarana;

23. Peserta PS PDS adalah dokter yang mengikuti pendidikan profesi di FKUB
dan RS pendidikan yang membantu memberikan pelayanan kesehatan

dalam rangka pendidikan, mempunyai kualifikasi sesuai dengan

5 Sesuai Definisi Pada UU Dikdok No. 20 Th 2013 Pasal 1 Ayat 11 Dan Permendiknas No.49 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 14
6

Permendiknas No 49 Tahun 2014 Pasal 28 Azat 1 Dan 2
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

kompetensi di bidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban sesuai
dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;

Pelayanan adalah pelayanan kesehatan yang meliputi: medik, penunjang
medik dan pelayanan penanggulangan wabah/bencana serta pelayanan
kesehatan di masyarakat;

Pendidikan adalah proses pemenuhan kompetensi sesuai dengan
kurikulum;

Penelitian adalah penelitian di bidang kedokteran dan kesehatan yang
dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya dari RSSA/FKUB, dan
sumber lain yang sah;

Pengabdian masyarakat adalah kegiatan oleh institusi atau individu
kepada masyarakat untuk menerapkan keilmuan atau hasil
penelitiannya dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat;

Komisi Etik Penelitian Kesehatan FKUB adalah lembaga yang dibentuk
oleh Dekan bertugas untuk menilai kelayakan etik penelitian suatu
proposal penelitian dengan menerbitkan ethical clearance;

Komisi Etik Penelitian Kesehatan RSSA adalah lembaga yang dibentuk
oleh Direktur bertugas untuk menilai kelayakan etik penelitian suatu
proposal penelitian dengan menerbitkan ethical clearance;

Komite Etik dan Hukum RSSA adalah Komite etik dan hukum adalah
suatu perangkat organisasi non struktural yang dibentuk dalam rumah
sakit untuk membantu pimpinan rumah sakit dalam melaksanakan Kode

Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI);
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Komisi Kode Etik Fakultas adalah komisi yang bertugas melakukan telaah
norma etik, kedisiplinan, dan etika profesi bagi sivitas akademika di
Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya;

Kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki peserta PPDS,
meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang
diharapkan setelah menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan
standar kompetensi yang ditetapkan oleh kolegium masing masing;
Fasilitas pendidikan adalah semua fasilitas yang terkait dengan proses
pendidikan yang dimiliki oleh dan berada di FKUB/RSSA dan Rumah Sakit
Jejaring;

Fasilitas pelayanan yang terdiri dari fasilitas medik dan nonmedik adalah
semua fasilitas pelayanan kesehatan di FKUB dan RS Pendidikan;

Fasilitas penelitian adalah semua fasilitas penelitian yang terkait dengan
kegiatan penelitian yang dimiliki oleh FKUB dan RS Pendidikan;

Panel Komkordik adalah tim khusus yang dibentuk oleh Komkordik,
bertugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi pelanggaran yang
berdampak pada pelayanan dan dilakukan peserta didik, untuk
selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Direktur dalam bentuk
surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panel
Komkordik;

Standar Kompetensi adalah pedoman standar kompetensi minimal yang
harus dicapai dalam pendidikan dokter spesialis, yang ditetapkan oleh
Kolegium masing-masing Program Studi dan diberlakukan oleh Direktur;
Pra Program Pendidikan dan Pelatihan PPDS yang selanjutnya di sebut
(P4R) adalah program pembekalan calon peserta PPDS sebelum masuk

Prodi.
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39. Buku PEDOMAN DAN TATA TERTIB PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DOKTER SPESIALIS DI RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG ini mengikat
bagi seluruh prodi spesialis di FKUB/RSSA, meliputi dosen, peserta didik,
dan proses Pendidikan yang berjalan;

40. Jam Dinas adalah jam kerja peserta didik untuk melaksanakan kegiatan
Pelayanan dan Pendidikan pada siang hari;dan

41. Jam jaga adalah jam peserta didik melaksanakan jaga untuk pelayanan

di rumah sakit setelah selesai jam dinas.

Il. TUJUAN
2.1. Tujuan umum
Terselenggaranya proses pendidikan dokter spesialis untuk
mencapai level kompetensi yang optimal sesuai dengan Standar
Kompetensi Kolegium masing-masing Program Studi yang
mengintegrasikan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian

dan pengabdian masyarakat.

2.2. Tujuan khusus
1. Terselenggaranya pembelajaran bagi peserta didik yang
mampu mengintegrasikan pengetahuan dasar kedokteran
dengan keterampilan klinis sesuai level kompetensinya;
2. Terselenggaranya pembelajaran bagi peserta didik yang
mampu melakukan pelayanan kesehatan dan kedokteran yang
berorientasi pada Usaha Kesehatan Perorangan maupun Usaha

Kesehatan Masyarakat;
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3. Terselenggaranya pembelajaran bagi peserta didik yang
mampu bekerja secara profesional, bertanggung jawab dalam
batas kewenangan hukum dan etika serta bekerjasama dalam
tim pelayanan terpadu;dan

4. Terselenggaranya pembelajaran bagi peserta didik yang
mampu melakukan pelayanan kedokteran yang berorientasi
pada standar profesi, pelayanan, pendidikan, penelitian dan

pengabdian masyarakat sesuai perkembangan Iptekdok.

. PERSYARATAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
1. Sebelum mengikuti pendidikan profesi di RSSA, peserta PPDS
harus:

a. Lulus Seleksi yang diselenggarakan oleh FKUB;

b. Memiliki surat keputusan diterima sebagai peserta PPDS yang
dikeluarkan oleh Rektor UB berdasar atas Keputusan Bersama
rapat penerimaan antara Dekan, Direktur, KPS dan Kepala
Laboratorium; berdasar atas keputusan bersama rapat
penerimaan antara Dekan, Direktur, KPS dan Kepala
Laboratorium;

c. Mengikuti dan lulus Program Pendidikan dan Pelatihan Pra
Residen Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis | (P4R) di
bawah koordinasi Komkordik;

d. Mengikuti acara serah terima Peserta PS PDS dari Dekan
kepada Direktur dan dari Direktur kepada Komkordik;

e. Mempunyai Nomor Induk Mahasiswa (NIM);dan

f.  Memiliki Asuransi Kesehatan.
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2.  Sebelum melakukan pelayanan, peserta PPDS harus;
a. Memiliki Surat Tanda Registrasi-Pendidikan (STR-P) dari KKI;
b. Memiliki SIP RSSA yang masih berlaku; dan
c. Memiliki Surat Penugasan dari Direktur;

3.  Verifikasi dilakukan oleh Komkordik;dan

4. Setelah menyelesaikan pendidikannya dan dianggap kompeten,
peserta PPDS dilaporkan tertulis dan diserahkan oleh masing-
masing KPS kepada Komkordik. Selanjutnya Komkordik
menyerahkan kepada Direktur, untuk kemudian diserahkan kepada

Dekan.

IV. POKOK-POKOK IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PESERTA DIDIK

1. Melakukan pelayanan di rawat inap dan rawat jalan dan gawat
darurat dengan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, usulan
pemeriksaan penunjang serta menginterpretasikannya untuk
menegakkan diagnosa dan diagnosa banding, tata laksana dan
edukasi pasien yang mendapat pengawasan, pendampingan dan
bimbingan DPJP yang dilakukan secara profesional, bertanggung
jawab dalam batas kewenangan kompetensi yang telah ditetapkan;

2. Melakukan pembelajaran penatalaksanaan kasus sesuai level
kompetensinya dengan pengawasan dan bimbingan DPJP; dan

3.  Melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan petugas kesehatan
dalam tim pelayanan kesehatan secara terpadu dan paripurna
untuk mengutamakan keselamatan pasien atas pengawasan,

pendampingan dan bimbingan DPJP.
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V. METODE PEMBELAJARAN DAN JUMLAH PESERTA DIDIK

5.1. Metode pembelajaran meliputi:
Bedsite teaching;
Praktek keterampilan klinik;
Morning report;

Case and problem report session;

1
2
3
4
5. Manajemen kasus;
6. Expert session;
7. Journal reading;
8. Referat;
9. Penyuluhan;dan
10. Penelitian.
Masing-masing jenis kegiatan pembelajaran dilaksanakan

sesuai dengan kurikulum prodi masing masing.

5.2. Jumlah Peserta Didik
Jumlah peserta didik ditentukan dengan mempertimbangkan:
1. Ratio DPJP dan peserta didik maksimal 1: 3
2. Fasilitas / Sarana dan Prasarana

3. Jumlah dan variasi kasus
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VI. PENDAMPINGAN, BIMBINGAN DAN PENGAWASAN OLEH DPJP

Masing-masing Program Studi berkoordinasi dengan Ka SMF

untuk membuat jadwal kegiatan harian DPJP. Jadwal kegiatan DPJP

tersebut merupakan pelaksanaan pembelajaran oleh DPJP meliputi

pendampingan, bimbingan dan pengawasan dalam memberikan :

1.
2.
3.

Keterampilan untuk mencapai level kompetensi tertentu;
Pengetahuan penyakit terutama level kompetensi tertentu;
Anamnesis, pemeriksaan fisik, usulan pemeriksaan penunjang serta
interpretasinya, diagnosa, diagnosa banding, tatalaksana
farmakologi dan non farmakologi suatu penyakit dan edukasinya;
Prosedur tindakan terutama level kompetensi tertentu;dan
Kolaborasi dengan petugas kesehatan lainnya.

Pendampingan, pembimbingan dan pengawasan peserta didik

dilaksanakan oleh DPJP.

Vil. PENGGOLONGAN PPDS (DALAM HAL PELAYANAN)

1.

PPDS semester 1 dan 2 dengan kategori Supervisi Tinggi (pin biru),
dalam melakukan pelayanan harus dalam supervisi atau pantauan
secara ketat oleh DPJP;

PPDS jaga 1 semester 3, 4, dan 5 dengan kategori Supervisi Moderat
Tinggi (PIN Merah) Bisa melakukan pelayanan medik sesuai
kompetensi baik poli, ruangan, OK apabila DPJP ada di sampingnya
PPDS pada saat melakukan tindakan invasif, apabila non invasif

DPJP bisa di RS;
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3. PPDS jaga 2 semester 6 dan 7 dengan kategori Supervisi Moderat
Rendah (PIN Kuning) Bisa melakukan pelayanan medik sesuai
kompetensi baik poli, ruangan, OK apabila DPJP ada di RSSA;dan

4. PPDS Chief semester 8 keatas dengan kategori Supervisi Rendah
(PIN Hijau): Bisa melakukan pelayanan medik sesuai kompetensi
baik poli, ruangan, OK apabila DPJP ada di Kota Malang Raya.

Chief boleh mandiri selama DPJP nya ada di Malang. Chief tidak ada

fungsi pengawasan ke peseta didik lain, hanya dalam hal pelayanan

VIIl. HIERARKI PELIMPAHAN WEWEWANG
Dalam menjalankan fungsi pendampingan, pembimbingan kepada
peserta didik, DPJP dapat dilimpahkan secara mandatori kepada:
1. DPJP Pengganti yang setara kompetensinya;dan
2. PPDS/PPDSS yang sudah kompeten.

IX. EVALUASI HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK DI PROGRAM STUDI
Ujian tulis;
Diskusi kasus;

Presentasi ilmiah;

1

2

3

4. MiniCex dan DOPS;
5. OSCE; dan

6

Evaluasi lain sesuai prodi.
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1.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SERTA ALUR PELAPORAN EVALUASI

Pemantauan kegiatan pelayanan oleh peserta didik dilakukan oleh
Kepala Instalasi dan Ka. SMF;

Mekanisme pemantauan oleh Ka. Instalasi dengan mengisi buku
logbook kehadiran yang ditandatangani oleh peserta didik
diketahui oleh petugas yang ditunjuk;

Apabila ada masalah pelayanan yang terkait pendidikan akan
dikoordinasikan dengan KPS;

Evaluasi pendidikan dokter spesialis di dilakukan oleh masing-
masing program studi setiap akhir semester;

Ketua Program Studi melaporkan hasil evaluasi kepada Dekan
dengan tembusan Komkordik; dan

Komkordik menganalisa proses belajar dan kegiatan pendidikan
dokter spesialis sebagai laporan kepada Direktur dan umpan balik

kepada Prodi masing masing pada setiap akhir semester.

Xl.  TUGAS DAN WEWENANG PESERTA DIDIK

1.

Melakukan keterampilan dengan mendapat pengawasan,
pendampingan dan bimbingan oleh DPJP:

a. Anamnesis pasien;

b. Pemeriksaan fisik;

c. Usulan pemeriksaan penunjang serta interpretasinya;

d. Mendiagnosis dan diagnosis banding;

e. Tatalaksana farmakologi dan non farmakologi;

f. Tindakan sesuai dengan level kompetensi masing masing

prodi;
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g. Pelayanan dan Edukasi sesuai dengan level kompetensi masing
masing prodi;dan

h. Mengisi rekam medik pasien secara lengkap, benar,
jelas/terbaca dan konsisten yang ditetapkan oleh Direktur.

Melaksanakan pelayanan dan pendidikan di RS Pendidikan sesuai

dengan kompetensinya;dan

Melaporkan setiap kegiatan pelayanan, pendidikan, penelitian

yang telah dilaksanakan kepada DPJP/DPJP Pengganti yang

membimbing dan mengawasinya.

Xill. KEWAIJIBAN

1.
2.

Menjunjung tinggi, mematuhi dan melaksanakan janji dokter;
Melaksanakan pelayanan dengan pengawasan, pendampingan
dan pembimbingan oleh DPJP/DPJP Pengganti sesuai dengan level
kompetensinya, baik pada jam kerja, maupun di luar jam kerja
sesuai dengan jadwal jaga;

Mengisi rekam medik pasien secara lengkap, benar, jelas/terbaca
dan konsisten sesuai dengan yang ditetapkan oleh Direktur;
Mentaati semua kebijakan Direktur, pedoman, tata tertib peserta
didik dan ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan umum
lainnya yang berlaku di RSSA, serta aturan-aturan pendidikan dan
penelitian yang berlaku;

Menjaga mutu pelayanan melalui pelaksanaan kegiatan sesuai
standar dan prosedur tetap yang telah dibuat RSSA;

Menyimpan rahasia negara dan rahasia kedokteran;

Selalu mengutamakan keselamatan dan kepuasan penderita;
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10.

11.
12.

13.

Xill. HAK

Apabila terjadi kesamaan waktu antara pelayanan, pendidikan dan
penelitian, peserta didik wajib mendahulukan pelayanan;
Menghormati dan menghargai hak penderita;

Menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan sesama peserta
didik, profesi kesehatan lain, seluruh pegawai RSSA dan pasien
beserta keluarga dengan menerapkan 5 S (senyum, salam, sapa,
sopan, santun);

Memelihara fasilitas sarana prasarana dilingkungan rumah sakit;
Mengganti fasilitas sarana prasarana dilingkungan rumah sakit
yang dirusakkan atau dihilangkan;dan

Menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan di lingkungan

rumah sakit.

Mendapatkan surat Penugasan klinik yang dikeluarkan oleh
Direktur;

Mendapat pendampingan, pembimbingan dan pengawasan oleh
DPJP/DPJP Pengganti sesuai dengan level kompetensinya;
Mendapat pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan
kompetensi yang telah ditetapkan oleh kolegium masing-masing
Prodi;

Menggunakan fasilitas Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan
dan pendidikan di RSSA di bawah pendampingan, pembimbingan
dan pengawasan oleh DPJP/DPJP Pengganti sesuai dengan level

kompetensinya;
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5. Mendapatkan ethical clearance dari Komisi Etik Penelitian
Kesehatan RSSA/FKUB sesuai dengan peraturan yang berlaku
sebelum melakukan penelitian;

6. Membela diri terhadap sanksi yang dijatuhkan;

7. Memberikan saran untuk perbaikan sarana, prasarana dan
pelayanan di rumah sakit, kurikulum dan permasalahan-
permasalahan yang terjadi selama pendidikan kepada Ka. SMF

dan/atau KPS untuk ditindaklanjuti;

8. Mendapatkan Insentif dari RSSA sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Mendapat bantuan hukum dengan kompensasinya dari FKUB dan
RSSA;

10. Minimal satu hari dalam seminggu waktu libur dan bebas dari
pelayanan terhadap pasien;dan

11. Peserta didik mempunyai maksimal hak cuti 2 minggu (12 hari
kerja) dalam 1 tahun dengan pengajuan cuti melalui Ketua SMF

dengan sepengetahuan KPS;

XIV. TANGGUNG JAWAB
1. Peserta didik bertanggung jawab kepada Direktur melalui Ka. SMF
dalam melaksanakan pelayanan;dan
2. Peserta didik bertanggung jawab kepada Dekan melalui KPS untuk

pendidikan dan penelitian.
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XV.

TATA TERTIB

1. Mentaati ketentuan jam kerja yang berlaku di rumah sakit;

2. Beban kerja maksimal peserta didik 88 jam per minggu meliputi
jam kerja dan jam jaga;

3. Jam jaga peserta didik (Lihat poin XVIII)

4, Mengadakan serah terima pasien yang belum dilayani pada jam
tugas (jam kerja atau jam jaga) kepada peserta didik yang bertugas
berikutnya untuk diselesaikan;

5. Mengenakan pakaian yang bersih, rapi, sopan, tampak telapak
tangan, dan tampak wajah, memakai perhiasan dan merias wajah
secara tidak berlebihan;

6. Pakaian jas lab peserta didik berwarna putih bersih, lengan
pendek, dilengkapi kartu tanda pengenal peserta didik yang
dipasang di dada kiri, dipakai pada saat:

a. Jamdinas;
b. Visite;
c. Acarailmiah di lingkungan RSSA;

7. Pakaian jaga disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di
masing-masing Prodi;

8. Memakai sepatu tertutup dan tidak berbunyi;

9. Rambut :

a. Bagi perempuan yang berambut panjang harus diringkas atau
diikat rapi dan tidak boleh terurai;
b. Bagi lelaki tidak melebihi kerah baju;
c. Tidak memelihara jenggot dan jambang berlebihan.
10. Menggunakan stetoskop, reflex hammer dan senter milik pribadi;
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11. lkut menghemat pemakaian sumber daya (listrik, air & telepon),
sarana dan prasarana; dan

12. Menjaga ketertiban dan kebersihan di lingkungan rumah sakit.

XVI. LARANGAN

1. Menyalahgunakan barang-barang medis maupun nonmedis, obat,
uang, dokumen atau surat-surat berharga milik RSSA;

2. Membawa berkas rekam medik milik RSSA keluar dari lingkungan
RSSA;

3. Menggandakan berkas rekam medik milik RSSA;

4, Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau
meminjamkan barang-barang medis maupun non-medis, obat,
dokumen atau surat-surat berharga milik RSSA;

5. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia penderita/rahasia
RSSA/rahasia negara yang diketahui untuk kepentingan pribadi,
golongan atau diluar kepentingan pendidikan;

6. Melakukan pungutan dalam bentuk apapun juga, dalam
melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau
pihak lain;

7. Melakukan provokasi, keonaran, pemboikotan dan atau
perkelahian dengan sesama peserta didik, DPJP, pegawai RSSA,
pasien dan keluarganya serta pihak-pihak lain di lingkungan RSSA;

8. Melakukan suatu tindakan asusila terhadap siapapun baik didalam

maupun diluar wilayah kerja rumah sakit;
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10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

Terlibat dalam penggunaan dan atau pengedaran obat-obat
terlarang, dan NAPZA (narkotika, alkohol, psikotropika dan zat
adiktif);

Merokok, berjudi di lingkungan rumah sakit;

Menggunakan T-shirt serta pakaian dari bahan jeans dan kaos
pada saat jam kerija;

Bersenda gurau dan melakukan tindakan lain yang tidak terpuji;
Menggunakan pakaian ketat, rok mini (diatas lutut), baju tipis,
baju tanpa lengan, kulot pendek maupun panjang dan sepatu
dengan hak lebih dari 5 sentimeter;

Membawa segala macam bentuk senjata;

Menggunakan telepon dinas untuk kepentingan pribadi;dan

Memakai perhiasan di tangan saat melakukan tindakan medis.

XVIl. PELANGGARAN DAN PERUNDUNGAN (PEMBULLYAN)

17. 1. Pelanggaran

1.

2.

Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang menyimpang dari
aturan, norma/etika dan hukum yang berlaku;
Jenis-jenis pelanggaran dan definisi operasionalnya;
a. Pelanggaran pelayanan:
Pelanggaran terhadap semua vyang berkaitan dengan
pelayanan kesehatan di rumah sakit dan rumah sakit jejaring;
b. Pelanggaran etika:
Pelanggaran terhadap semua yang berkaitan dengan etika

yang berlaku;

Pedoman Dan Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan Doketr Spesialis di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Hal 22



c. Pelanggaran pendidikan:
Pelanggaran terhadap semua yang berkaitan dengan program
dan proses pendidikan;

d. Pelanggaran penelitian/karya ilmiah:
Pelanggaran terhadap semua yang berkaitan dengan aturan
dan etik penelitian kesehatan/karya ilmiah;

e. Pelanggaran Hukum:
Pelanggaran terhadap semua peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

3. Tindak lanjut terhadap pelanggaran berat akan dibicarakan di
Komkordik;

4, Pelanggaran vyang bisa diajukan ke Panel adalah semua
pelanggaran yang telah dibicarakan dan disepakati di rapat
Komkordik;

5. Pelanggaran berat antara lain :

a. Asusila;

b. Bullying/perundungan
c. Penganiayaan;

d. Pemalsuan;

e. Penipuan;

f. Pencurian;
g. Penyalahgunaan NAPZA;
h. Pemerasan; dan

Malpraktek dan kelalaian yang menimbulkan kecacatan berat
atau kematian.
6. Pelaporan pelanggaran bisa dilakukan oleh KPS, Ketua SMF

/Ka.Lab, Komkordik, Komite Etik, manajemen RSSA, staf medik,
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tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan dan masyarakat kepada
sekretariat Komkordik;

7. Peserta didik wajib melaporkan pelanggaran yang diketahui,
dilihat dan atau dialaminya kepada sekretariat Komkordik;

8. Cara pelaporan dapat secara lisan dan atau tertulis secara
langsung atau tidak langsung;

9. Komkordik berhak untuk memanggil peserta didik melalui KPS
untuk klarifikasi tentang dugaan adanya pelanggaran; dan

10. Khusus pelanggaran bullying diatur mekanisme tersendiri.

17.2. Perundungan (Pembullyan)

1. Perundungan adalah sebuah tindakan dengan karakteristik sebagai berikut:
a. Memusuhi dan merendahkan secara intensif (secara terus menerus);
b. Perbedaan kekuatan korban dan pelaku;
c. Cenderung berulang dalam periode tertentu;dan
d. Menimbulkan dampak negatif ke korban baik secara fisik, mental,

emosi dan finansial.

2. Jenis-jenis Perundungan sebagai berikut :

a.  Fisik : Pembullyan yang dilakukan dengan kekerasan fisik baik dalam
bentuk pukulan tendangan atau lainnya yang berpotensi mencederai
fisik korban;

b. Verbal : Pembullyan yang dilakukan lewat percakapan secara verbal
ini lebih sering terjadi;

c. Relational : Pembullyan yang dilakukan dengan menghancurkan

reputasi atau sosial korban;
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d. Cyber : Pembullyan yang dilakukan dengan menggunakan media
teknologi informasi baik media sosial maupun media eletronik lainnya;
dan

e. Finansial : Pembullyan yang dilakukan dengan memaksa atau meminta
peserta didik untuk menyediakan materi (pulsa, makanan, penyediaan
fasilitas kendaraan, terjemahan naskah, langganan jurnal/internet,

entertain, fasilitas Olah Raga dsb).

3. Tim Pencegahan dan Penanggulangan perundungan

Tim ditetapkan melalui keputusan bersama antara Direktur RSSA dan

Dekan FKUB, terdiri dari :

a. Dekan FKUB dan Wakil Dekan Bidang Pendidikan;

b. Direktur Rumah Sakit Saiful Anwar dan Wadir Pendidikan dan
Pengembangan Profesi dan jajarannya;

c. Komkordik RSSA (pengurus inti);

d. Komite Medik RSSA (sub komite Etik);

e. Komite Etik dan Hukum RSSA;

f. Komisi Kode Etik Fakultas;

g. Ketua Jurusan Dokter, Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter
Spesialis-Sub Spesialis;

h. Ketua SMF/Kepala Departemen di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang;

i. Kepala Program Studi (KPS) Pendidikan Dokter Spesialis di FKUB;dan

j. Kepala Instalasi RSSA.
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4. Tugas Tim Pencegahan dan Penanggulangan Perundungan

a.

Menciptakan suasana belajar dan bekerja yang bebas dari
perundungan;

Memonitor secara berkala ada tidaknya perundungan di lingkungan
kerja FKUB-RSSA dan jejaringnya;

Menerima dan menindaklanjuti serta menyelesaikan secara adil dan
tuntas setiap laporan perundungan baik dari korban atau pun dari
laporan lainnya;

Melindungi korban dan atau saksi perundungan secara total;
Menyelesaikan kasus dugaan perundungan secara tuntas dan adil
dengan alur sesuai yang ditetapkan;dan

Memberi rekomendasi kepada Direktur RSSA dan Dekan FKUB

terhadap tugasnya.

5. Hak korban perundungan

a.

Mendapat perlindungan diri atas laporan dan tindakan dugaan
perundungan yang menimpanya dari tim pencegahan dan
penanggulangan;

Mendapatkan keputusan yang adil terhadap kasus perundungan yang
menimpanya;

Mendapatkan kesempatan menerangkan kasus perundungan di depan
tim penyelesaian perundungan;

Mendapatkan kepastian kelanjutan pendidikan atau pekerjaannya
tidak terganggu kasus perundungan;dan

Mendapatkan pengawalan dari Ketua Departement dan KPS dari

kasus yang dilaporkan.
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6. Kewajiban korban

a. Melaporkan kasus perundungan yang menimpanya kepada tim
penyelesaian perundungan;

b. Menjelaskan secara terbuka dan benar saat dilakukan investigasi oleh
tim penyelesaian perundungan;

c. Menjaga semua rahasia saat dilakukan investigasi kasus perundungan
yang dihadapi;dan

d. Berkomitmen tidak melakukan kasus perundungan yang sama kepada

orang lain.

7. Hak saksi perundungan

a. Mendapat perlindungan diri atas laporan dan tindakan dugaan
perundungan yang menimpanya dari tim pencegahan dan
penanggulangan;

b. Mendapatkan keputusan yang adil terhadap kasus perundungan yang
menimpanya;

c. Mendapatkan kesempatan menerangkan kasus perundungan di depan
tim penyelesaian perundungan;

d. Mendapatkan kepastian kelanjutan pendidikan atau pekerjaannya
tidak terganggu kasus perundungan;dan

e. Mendapatkan pengawalan dari Ketua Departement dan KPS dari

kasus yang dilaporkan.

8. Kewajiban Saksi
a. Melaporkan kasus perundungan yang menimpanya kepada tim

penyelesaian perundungan;
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b. Menjelaskan secara terbuka dan benar saat dilakukan investigasi oleh
tim penyelesaian perundungan;

c. Menjaga semua rahasia saat dilakukan investigasi kasus perundungan
yang dihadapi;dan

d. Berkomitmen tidak melakukan kasus perundungan yang sama kepada

orang lain.

9. Tim Panel penyelesaian perundungan

a. Tim ini dibentuk oleh pengurus harian tim penanggulangan dan
pencegahan perundungan;

b. Tugas tim penyelesaian perundungan adalah menyelesaikan dan
memberi rekomendasi kepada tim penanggulangan dan pencegahan
perundungan untuk diteruskan ke Direktur dan Dekan;

c. Tim penyelesaian perundungan terdiri dari 5 unsur:

- Unsur Manajerial RSSA (ketua);

- Unsur Komkordik;

-~ Unsur dari Ka. SMF/Dep yang terkait atau prodi yang terkait;
—  Unsur Komite Etik dan Hukum RSSA;dan

—  Unsur Komisi Komisi Etik Fakultas.

Catatan: untuk masing-masing unsur bisa lebih dari 1 orang

d. Keputusan tim penyelesaian perundungan: Keputusan diambil secara
musyawarah dan mufakat
1. Bila tidak bisa mufakat dilakukan voting
2. Hasil keputusan tim penyelesaian:

2.1. Benar atau tidak telah terjadi perundungan (seperti yang

dilaporkan);
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2.2. Bila terjadi perundungan memberi rekomendasi kepada
Direktur dan Dekan untuk mendapatkan :
e Surat peringatan pertama;
e Surat peringatan kedua plus sanksi;
e Penghentian proses belajar (PS PDS atau PPDS)
melalui pencabutan surat penugasan dari direktur
RSSA dan atau surat pemberhentian pendidikan dari
dekan FKUB.
2.3. Rekomendasi yang diberikan mengacu pada sanksi yang
dikeluarkan oleh Komite etik dan Hukum RSSA dan atau

Komisi Etik Fakultas.

10. Peran Dosen, Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dan Karyawan

Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Jejaring :

a. Semua dosen, dokter penanggung jawab pasien di lingkungan Rumah
Sakit Pendidikan utama dan Jejaring berkewajiban untuk mendukung

gerakan anti perundungan;

b. Semua Dosen, Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dan karyawan
di Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Jejaring mencegah semaksimal

mungkin terjadi perundungan;dan

c. Semua Dosen, Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) dan karyawan
di Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Jejaring wajib melaporkan

bilamana ada indikasi terjadi perundungan.
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Dugaan Kasus Perundungan

Laporan Korban Laporan Bukan Korban

o

Masuk Ke Tim Pengendalian Perundungan

Masuk kriteria perundungan atau

bukan perundungan Apabila masuk perundungan

o

Membentuk tim panel penyelesaian

Memberi perlindungan korban
dan atau saksi

Investigasi/Rapat

o

Melaporkan hasil investigasi
ke Tim penanggulangan perundungan

Rekomendasi derajat perundungan Rekomendasi sanksi

o

Melaporkan ke dekan dan direktur

o

Eksekusi oleh direktur dan atau dekan

Skema 1. Alur Penyelesaian Perundungan
Durasi waktu penyelesaian sejak dilakukan pelaporan sampai dengan

rekomendasi : maksimal 1 bulan
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XVIIl. PENGATURAN JAM KERJA PESERTA DIDIK

1.

Peraturan ini berlaku bagi peserta didik , yaitu residen (PPDS) yang
rotasi di klinik (rumah sakit);

Maksimal jam kerja (pelayanan pasien dan kegiatan ilmiah di
rumah sakit) bagi peserta didik adalah adalah maksimal 88
jam/minggu.

Minimal satu hari (24 jam) dalam seminggu waktu libur dan bebas
dari pelayanan pasien dan kegiatan ilmiah;

Peserta didik mempunyai maksimal hak cuti 2 minggu (12 hari
kerja) dalam 1 tahun dengan pengajuan cuti melalui Ketua SMF
dengan sepengetahuan KPS;

Mentaati ketentuan jam dinas berikut :

Standar jam kerja adalah Senin s.d. Jumat : pukul 07.00 — 15.00 ;
Maksimal jam dinas : pukul 06.00 - 16.00 ;

Jam dinas hari Sabtu disesuaikan jam kerja masing-masing prodi.
Peserta didik tidak diperkenankan berada di rumah sakit di luar jam
dinas, kecuali yang bertugas jaga di rumah sakit;

Jam jaga peserta didik : Dimulai dari akhir jam kerja sampai jam
kerja hari berikutnya;

Maksimal frekuensi jaga adalah 8 kali dalam 1 bulan atau 2 kali
dalam 1 minggu;

Yang mengatur jadwal jaga PPDS adalah Ketua SMF, berkoordinasi

dengan KPS dan Kepala Instalasi;

10. Maksimal lama jaga adalah 24 jam kerja secara terus-menerus

(termasuk jam kerja). Untuk yang bekerja di ruang emergency
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lama jaga maksimal 12 jam. Untuk peserta didik semester
pertama maksimal lama jaga 16 jam.

Setelah jaga, residen boleh tinggal di rumah sakit untuk tambahan
waktu maksimal 8 jam, yaitu untuk kegiatan serah terima pasien,
morning report, acara ilmiah, penelitian, tanpa melakukan
pelayanan pasien;

11. Peserta didik diberikan hak untuk istirahat dari jam dinas dan jam
jaga ketika melaksanakan sholat dan makan;

12. Peserta didik diberikan hak untuk istirahat minimal 30 menit
setelah bekerja 4 jam terus menerus;

13. Periode istirahat minimal 14 jam setelah dari jaga, atau 12 jam
setelah dari jaga ruang emergency;

14. Tugas untuk jaga dari rumah sebagai konsulan (home call) tidak
lebih dari sekali setiap 3 hari. Jaga konsulan atau datang ke rumah
sakit terkait konsulan, harus dimasukan dalam hitungan jam kerja
per minggu;dan

15. Berada di rumah sakit selama jam jaga.

Berikut contoh jam kerja PPDS dan DOKTER MUDA (Mendikbud
72-88 jam/minggu ; Accreditation Council for Graduate Medical
Education/ACGME maksimal 80 jam/minggu) :
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Duty Hours 66 Jam Kerja Per Minggu (Jaga Senin dan Kamis)

Jam
Hari

Senin
Selasa

Rabu

Kamis

Jumat

Sabtu

Minggu

Keterangan :
- = jam dinas (poliklinik, visite ruangan, tindakan, dst)

- s o
- = kegiatan ilmiah (serah terima pasien, morning report, jurnal)

[_J-tibur

Duty Hours 72 Jam Kerja Per Minggu (Jaga Senin dan Kamis)

Jam
Hari

1|12 )3 |4 5 6 7 8|9 (10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Senin
Selasa

Rabu

Kamis

Jumat

Sabtu

Minggu

Keterangan :
- = jam dinas (poliklinik, visite ruangan, tindakan, dst)

- =tugas jaga
- = kegiatan ilmiah (serah terima pasien, morning report, jurnal)

= istirghat

. _________________________________________________________________________________________________—______|
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Duty Hours 80 Jam Kerja Per Minggu (Jaga Senin dan Kamis)

Jam
H“a'r"i123456789101112131415161713 20 (21 |22 |23 |24
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu.

Minggu
Keterangan :

- = jam dinas (poliklinik, visite ruangan, tindakan, dst)
B - cuees iaee
- = kegiatan ilmiah (serah terima pasien, morning report, jurnal)
= istirahat
Duty Hours 88 Jam Kerja Per Minggu — (Jaga Rabu dan Minggu)
. Jam
Hari
1 (2|2 |4 |5 |6 |7 |28|9|10 [11 |12 [12 |14 |15 |16 |17 |18 0 (21 |22 |22 |24

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat

Sabtu_

Minggu

Keterangan :
- =jam dinas (poliklinik, visite ruangan, tindakan, dst)
- =tugas jaga

- = kegiatan ilmiah (serah terima pasien, morning report, jurnal

= istirahat

Pedoman Dan Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan Doketr Spesialis di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang

Hal 34




16. Mekanisme pengawasan

a.

XIX. SANKSI

KPS dan DPJP berkewajiban pada tiap Morning Report untuk
monitor Tim Jaga terkait lama jam jaga masing residen yang
jaga saat itu;

Komkordik dan Kepala Instalasi melakukan monitoring
terhadap jam kerja residen di masing-masing prodi;

Laporan jadwal jaga tiap prodi setiap bulan dikirim ke
Komkordik dan Kepala Instalasi;

Penegakan hukum berupa : teguran lisan, teguran tertulis,
menahan dana remunerasi atau pendidikan Dokter Spesialis
(bagi Program Studi dan SMF), pencabutan surat tugas,
pencabutan STR/SIP;

Bentuk hukuman diusulkan oleh Komkordik, diputuskan oleh

Dekan dan Direktur.

1. Sanksi diberikan kepada setiap peserta didik yang melakukan

pelanggaran;

2. Jenis- jenis sanksi:

a.
b.

C.

Sanksi Ringan diberikan pada pelanggaran ringan;
Sanksi Sedang diberikan pada pelanggaran sedang;dan

Sanksi Berat diberikan pada pelanggaran berat.

3. Prosedur pemberian sanksi :

a.

b.

C.

Sanksi ringan dan sedang diberikan oleh masing masing KPS;
Sanksi berat diberikan oleh Direktur/Dekan atas rekomendasi
tim penanggulangan perundungan;dan

Selanjutnya pemberian sanksi dilakukan sesuai point XX.2.
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Keputusan :

a) Keputusan Panel diambil berdasarkan musyawah dan mufakat
namun apabila tidak ditemukan kesepakatan maka diputuskan
melalui suara terbanyak;

b) Bila terlapor merasa berkeberatan dengan keputusan Panel, dapat
mengajukan keberatannya dengan bukti baru kepada tim
pengendalian perundungan dab bila perlu akan membentuk Panel
baru;dan

c) Keputusan Panel baru akan bersifat final.

Pelaksanaan keputusan :

a) Keputusan Panel tentang pemberian sanksi berat diserahkan kepada
Direktur atas rekomendasi tim penanggulangan perundungan; dan

b) Pelaksanaan keputusan ditetapkan oleh Direktur dan atau Dekan.

XX. KETENTUAN PERALIHAN

1. Kriteria sanksi berat adalah sanksi yang berdampak peserta didik
dikembalikan ke FKUB;

2. Kewenangan memberi sanksi berat adalah pada Dekan dan
Direktur;dan

3. Pedoman dan Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan Dokter
Spesialis (PS PDS) di RSUD Dr. Saiful Anwar ini melengkapi pedoman
lain yang diterbitkan oleh FKUB.
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XXl. KETENTUAN TAMBAHAN
Bila ada hal-hal yang belum tercakup dalam pedoman ini,

akan diatur kemudian.

XXIl. PENUTUP

1. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

2. Pedoman dan Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan Dokter
Spesialis di RSSA ini dibuat untuk mendorong peningkatan mutu
kinerja pelayanan di RSSA yang digunakan oleh peserta didik FKUB
sebagai wahana pembelajaran klinis. Diharapkan akan terjadi
sinergi peningkatan mutu pelayanan, pendidikan dan penelitian
sehingga dapat meningkatkan kualitas lulusan peserta didik FKUB
sesuai Standar Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran;dan

3. Ketentuan Ilain yang ada tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan peraturan ini.

Ditetapkan Di : MALANG
Pada Tanggal : 01 Oktober 2020
DIREKTUR DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN

SAIFUL ANWAR MALANG UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

J

Dr. dr. KOHAR HARI ANTOSO,Sp.An.KAP, KIC  Dr. dr. WISNU BARLIANTO, Msi.Med, Sp.A(K)
NIP. 19611203 198802 1 001 NIP. 19730726 200501 1 008
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Catatan:

KOMKORDIK @2020

Pedoman Dan Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan Doketr Spesialis di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Hal 38



